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ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR PELANGGARAN HUKUM
DALAM PEMILU KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2012).

Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta pada tahun 2012,
berlangsung dua putaran dan pada setiap putaran terjadi kampanye hitam terhadap
calon tertentu. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, Pasal 78 ayat 2 dan 3
menyebutkan kampanye hitam masuk dalam ranah pidana pemilihan umum.
Kampanye dilarang menghina seseorang dengan suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA). Kampanye dilarang menghasut atau mengadu domba

partai politik, perseorangan/ata masyarakat. Ancaman pidana dan
dendanya disebutkan dasarkan riset yang dilakukan
Indonesia Media nunjukkan bahwa kampanye
hitam atau blac akarta tahun 2012 sangat
tinggi. Berdasar AL Cumencatat yang kampanye
bernuansa black ilebib tinggi dari isu-isu tentang
kegiatan pasanga ratio legis kampanye hitam
(black campai tahun 2012 dan akibat
hukumnya. Det . e proach), dijelaskan ratio
decidendi atau Yalas I i pelanggaran hukum dalam
Pemilukada DKI i an fakta bahwa semuanya
kasus hanya dipro ympai pada tahap penyidikan

standar minimal penye ﬁ okratis sesuai UU Pemilu yang
berlaku dan yang dltetapkan Je?r Tﬁstltute for Democracy and Electoral
Assistance (IDEA) penegakkan hukum Pemilu merupakan implementasi dari
ketentuan yang belum dilaksanakan.  Penegakkan hukum (law enforcement)
untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum
terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh
subjek hukum tidak sepenuhnya dilaksanakan dalam pidana pemilukada DKI
Jakarta tahun 2012. Hal ini mengurangi kualitas pelaksanaan demokrasi karena
kurang dalam penegakan hukum

Kata kunci: Pemilihan Umum Kepala Daerah, Kampanye Hitam, dan
Penegakan hukum.
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ABSTRACT

LAW ANALYSIS OF VIOLATION IN REGIONAL CHIEF ELECTION:
(Black Campaign in Jakarta Governor Election Case Study Year 2012).

The Jakarta Governor Election in 2012 held in two rounds and in each
round going black campaign candidates. Under Law No. 32 of 2004, Article 78,
paragraph 2 and 3, black campaigns is classified in criminal elections. The
campaign is prohibited insulting someone by ethnicity, religion, race and
intergroup (SARA). The campaign is prohibited inciting or provoking a political
party, individual or community groups. Black campaign sanctions and penalties
specified in Articles 115-117. Based on research conducted by Indonesia Media
Monitoring Center (IMMG) ,3?"(.:“,:90‘7 aArybl campaign in Jakarta Election in
2012 was very hzgh ,‘.:'0': Don 1{&_6 Sitly, [IMMC nuanced that black
campaign is about . This thes,zs"ij‘e eqr oA ploring about ratio legis of lack
campaign in the Geperal & ZlOl’l inJn vr,,.o?/ )12Mand its legal consequences.
With case apprealh metho/de ' resea;c%' ; 1-,,v ratio decidendi or the
reasons behind [the G ation of law fin z% u and found that all cases
only be proce F'& , 1, has not reached to
prosecution angs ’.m’ 7 , refe .',. o the minimum standard
of election den ,.. ice ectzo%a op ate and established by the

Institute  for Neme racy  andw, clo al Asszs ce (IDEA) Election Law
enforcement is t/ '%: grnental . provzs onsghcve not been implemented.
Enforcement (law eaforéci en?) mplenenimd apply the law and to take legal
action against any vieldation or oGP ﬁ\ aw commiitted by the subject of
the law is not fully zm!&_ d hﬁb governor election in 2012. This
reduces the quality of democraJ Pechude of of lack of law enforcement.

Keywords : Jakarta Governor Election, Black Campaign, and Law Enforcement
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